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Abstract 
This research is aimed to (1). Knowing the development unmetneed wife approach (1991, 
1994, 1997, 2002/2003, 2007) in the provincies of Java and Bali. (2). Compare unmetneed approach 
of wife and husband (2002/2003) in the provincies of Java and Bali. (3). Plan the demand and stock 
contraception tool in the future for Java-Bali area. 
This research doing in Java-Bali. The respondents is a male with marital status. The analysis 
of data in this research using frequence table, the crossed and the cruel of systematic. 
From the result of the research is found that the usage of contraception increase from year to 
year. Unmetneed by husband approach is higher than unmetneed by wife approach. Condom is a bind 
of contracention who wanted by user in now and next time. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengetahui perkembangan angka kebutuhan kontrasepsi 
yang tidak terpenuhi menurut pendekatan istri (1991, 1994, 1997, 2002/2003, 2007) di propinsi-
propinsi Jawa-Bali. (2). Membandingkan kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi menurut 
pendekatan istri dan suami (2002/2003) di propinsi-propinsi Jawa-Bali. (3). Perencanaan kebutuhan 
dan persediaan alat kontrasepsi masa mendatang untuk wilayah Jawa-Bali.  
Penelitian ini dilakukan di Jawa Bali. Responden adalah pria yang bersatatus kawin. Analisa 
data dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi dan perhitungan sistematika. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dari tahun ke tahun penggunaan kontrasepsi 
semakin meningkat. Angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi semakin menurun. Angka 
kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi dengan pendekatan suami lebih tinggi dari pada angka 
kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi dengan pendekatan istri. Kondom merupakan jenis kontrasepsi 
yang diinginkan pengguna kontrasepsi, di masa kini maupun di masa yang akan datang. 
 
Kata kunci : keluarga berencana, kontrasepsi, kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi. 
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PENDAHULUAN 
Program keluarga berencana di Indonesia 
sejauh ini merupakan salah satu program sukses. 
Indikator penting dalam upaya pensuksesan 
program ini adalah pencapaian peserta keluarga 
berencana aktif.  Hal ini dapat dilihat dari angka 
prevalensi kontrasepsi yang terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Tahun 1991, 54.7 persen 
tahun 1994, 57.4 persen pada tahun 1997 dan 
60.3 persen untuk tahun 2002 (BPS 1992, 1995, 
1998, 2003 (b)). Peningkatan angka penggunaan 
alat kontrasepsi ini tidak lepas dari pemberian 
pelayanan yang baik, dan konseling yang 
berkualitas. Meningkatnya mutu pelayanan serta 
diimbangi dengan adanya konseling yang 
berkualitas, maka diharapkan dapat memberikan 
bimbingan dalam penggunaan kontrasepsi 
sekaligus dapat segera memenuhi kebutuhan 
kontrasepsi bagi pasangan yang telah 
memutuskan untuk menggunakannya, sehingga 
angka prevalensi kontrasepsi dapat terus 
meningkat. 
Keberhasilan program keluarga 
berencana juga didukung oleh  penurunan angka 
fertilitas. Angka fertilitas total (TFR) yang terus 
menurun dari tahun 1991 sampai tahun 2002 
yaitu dari 3.0, 2.9, 2.8, menjadi 2.6 (SDKI 1991, 
1994, 1997, 2002 – 2003). Penurunan angka 
fertilitas ini disebabkan oleh semakin tingginya 
usia kawin pertama, terutama pada wanita, 
pendidikan yang semakin tinggi, penundaan 
melahirkan, dan selang kelahiran yang lebih 
panjang. Sehingga pempengaruhi jumlah anak 
yang kemungkinan dilahirkannya.  
Hal yang paling mendasar dari pelayanan 
keluarga berencana adalah ketersediaan alat-alat 
kontrasepsi, karena tanpa ketersediaan alat 
kontrasepsi yang memadai, maka pelayanan 
keluarga berencana yang berkualitas sulit untuk 
terwujut. Dalam upaya peningkatan kualitas, 
maka kontrasepsi dapat didayagunakan. Salah 
satunya mengarah pada banyaknya kontrasepsi 
yang diperlukan untuk mencegah suatu 
kelahiran (Ramonasari ; 1997), sehingga perlu 
adanya pengaturan untuk distribusi alat-alat 
kontrasepsi pada setiap fasilitas kesehatan dan 
klinik-klinik keluarga berencana untuk setiap 
daerah, sedangkan alat-alat kontrasepsi tersebut 
dapat mencukupi kebutuhan seluruh peserta 
keluarga berencana, baik peserta keluarga 
berencana baru maupun peserta keluarga 
berencana lama.  
Pemerintah memegang peranan penting 
dalam penyediaan subsidi untuk alat-alat 
kontrasepsi. Mayoritas fasilitas kesehatan 
memiliki ketersediaan alat kontrasepsi yang 
memadai, untuk pemenuhan alat kontrasepsi 
bagi setiap pasangan usia subur. Pemenuhan 
kebutuhan akan alat kontrasepsi ini bukan 
sesuatu yang mudah, mengingat jumlah peserta 
keluarga berencana untuk setiap daerah berbeda 
dan besarnya tidak dapat ditentukan, sehingga 
terjadi hubungan positif antara ketersediaan alat 
kontrasepsi dengan kinerja keluarga berencana.  
Kendala lain yang dihadapi penyedia 
layanan kontrasepsi dalam memenuhi hak 
konsumen kontrasepsi menurut Ramonasari 
(1997) adalah pemberian informasi. Hal ini 
berkaitan dengan kualitas petugas pelayanan, 
kendala dana dan tidak seimbangnya antara 
jumlah petugas layanan dengan jumlah klien. 
Ketersediaan alat kontrasepsi di suatu tempat 
layanan yang terbatas. Karena jumlah alat 
kontrasepsi yang terbatas maka konsumen tidak 
dapat memilih sesuai dengan keinginannya. 
Mahalnya suatu alat kontrasepsi dapat 
mempengaruhi minat seseorang untuk 
menggunakannya. Kendala lain adalah 
pemberian akses pelayanan, akses layanan ini 
berkaitan dengan profesionalisme petugas dalam 
menangani setiap masalah yang berkaitan 
dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti 
kegagalan. Dari konsep inilah maka muncul 
pasangan usia subur yang tidak terpenuhi 
kebutuhan kontrasepsinya, yang selanjutnya 
disebut unmet need. Secara umum kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi dapat didefinisikan 
sebagai persentase pasangan berstatus menikah 
yang tidak ingin menambah anak atau menunda 
mendapatkan anak lagi, tetapi tidak 
menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan.  
Terdapat tiga pendekatan dalam 
pengukuran kebutuhan kontrasepsi tidak 
terpenuhi ini yaitu pendekatan istri, suami, dan 
pasangan. Pendekatan yang selama ini 
digunakan adalah pendekatan istri. Dalam 
konsep tersebut, perempuan menikah yang 
masih dalam usia subur, tetapi tidak 
menggunakan kontrsepsi dikatakan terpenuhi 
kebutuhannya, padahal perempuan tersebut 
sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, atau 
bermaksud mengatur jarak kelahiran. Dalam 
perkembangannya pendekatan yang digunakan 
untuk mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak 
terpenuhi adalah pendekatan suami dan 
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pendekatan pasangan. Dalam konsep ini 
memandang kebutuhan kotrasepsi tidak terbatas 
pada perempuan saja, namun menyertakan 
persoalan penggunaan kontrasepsi pada laki-
laki, dan pada pasangan usia subur. Pendekatan 
pasangan mengukur kebutuhan kontrasepsi tidak 
terpenuhi dari keduanya, baik suami maupun 
istri.  
Pasangan usia subur dengan kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi ini selanjutnya 
menjadi suatu permasalah tersendiri dalam suatu 
wilayah. Untuk itu, wilayah tersebut akan berusaha 
untuk menurunkan angka kebutuhan kontrasepsi 
tidak terpenuhi ini. Upaya penurunan angka 
kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi ini merupakan 
strategi yang cocok sebagai upaya pencapaian 
program keluarga berencana. Hal ini disebabkan 
karena semakin meningkatnya jumlah pasangan usia 
subur yang termasuk angka kebutuhan kontrasepsi 
tidak terpenuhi di suatu daerah, maka angka 
kelahiran dengan kehamilan pada waktu yang tidak 
diinginkan di daerah tersebut dapat dipastikan 
menjadi tinggi. Sehingga menyebabkan tingginya 
angka aborsi, dan angka kematian ibu (Ashford, 
2003)  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
perkembangan angka kebutuhan kontrasepsi 
yang tidak terpenuhi menurut pendekatan istri 
(1991, 1994, 1997, 2002/2003, 2007) di 
propinsi-propinsi Jawa-Bali, membandingkan 
kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi 
menurut pendekatan istri dan suami (2002/2003) 
di propinsi-propinsi Jawa-Bali, merencanaan 
kebutuhan dan persediaan alat kontrasepsi masa 
mendatang untuk wilayah Jawa-Bali.  
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 
memilih kawasan Jawa-Bali menjadi daerah 
penelitian. Tujuan utama yaitu membandingkan 
angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi 
antar propinsi di kawasan Jawa-Bali. Penelitian 
ini menarik dilakukan di propinsi-propinsi di 
Jawa-Bali, karena untuk propinsi Daerah 
istimewa Yogyakarta khususnya, angka 
prevalensi kontrasepsi sudah tinggi, hal ini 
terjadi sebelum BKKBN berdiri di propinsi ini. 
Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan 
angka kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi 
secara umum dapat dilakukan dengan 
memperluas akses terhadap pelayanan 
kontrsespsi meskipun alasan tidak menggunakan 
alat kontrsespsi berbeda-beda (Bushan, 1997) 
 
Target program keluarga berencana 
nasional pada umumnya mengarah pada jumlah 
anak sebagai pengukuran kebutuhan alat 
kontrasepsi. Pasangan usia subur yang menjadi 
target untuk pengukuruan tersebut adalah 
mereka yang memiliki lebih dari dua anak, 
sedangkan untuk jarak kelahiran kurang dari tiga 
tahun,terutama pasangan usia subur yang tidak 
menggunakan alat kontrasepsi, atau pasangan 
usia subur yang kebutuhan keluarga 
berencananya tidak terpenuhi. 
Lebih dari 100 juta wanita di negara-
negara berkembang, atau sekitar 17% dari 
jumlah wanita menikah yang sedang mencegah 
kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat 
kontrasepsi (Ashford, 2003). Konsep kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi (unmet need for 
family planning) pertama kali diperkenalkan 
oleh Westoff dan Pebley pada tahun 1981 ketika 
menganalisa data Survei Fertilitas Dunia pada 
tahun 1976. Pengukuran kebutuhan alat 
kontrasepsi tidak terpenuhi ini dapat dilakukan 
dari yang sederhana yaitu perempuan pada usia 
subur yang sedang tidak menggunakan alat 
kontrasepsi, sampai pada taraf yang paling 
rumit, tergantung tujuan yang akan dicapai 
(Bhushan, 1997). Maka pengertian kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi dalam program KB 
masih relatif baru dan mulai dikenal setelah 
adanya upaya mengevaluasi hasil program KB.  
Konsep dasar perhitungan kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi ini disebarluaskan 
oleh Weshoff dan Ochoa tahun 1993 (PSKK, 
2004). Kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi 
merupakan penduduk perempuan menikah, 
dalam kelompok usia subur, tidak ingin anak, 
tidak sedang memakai kontrasepsi. Pasangan 
usia subur yang tidak menggunakan alat 
kontrasepsi dibedakan menjadi dua jenis yaitu 
wanita usia subur yang tidak menginginkan anak 
lagi, tetapi tidak memakai alat kontrasepsi 
(limiting), dan pasangan usia subur yang ingin 
menjarangkan waktu kelahiran anaknya, namun 
tidak memakai alat kontrasepsi (spacing) 
(Tukiran, 1996).  Dalam perkembangannya, 
proporsi yang ingin membatasi jumlah anak 
relatif lebih tinggi dari pada yang ingin 
menjarangkan kelahiran (Weshoff dan Bankole, 
1995). 
Berdasarkan pembagian jenis kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi tersebut maka secara 
umum karakteristik kebutuhan kontrasepsi tidak 
terpenuhi dapat dilihat dari beberapa aspek, 
seperti : aspek sosial-demografi, status ekonomi, 
sosial budaya, dan akses terhadap program 
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keluarga berencana. Aspek ini yang menentukan 
alasan dari pasangan usia subur tersebut tidak 
memakai alat kontrasepsi sedangkan mereka 
ingin menjarangkan anak atau membatasi 
kelahiran. Hal ini berpengaruh dalam 
menentukan faktor yang paling berpengaruh 
terhadap pasangan usia subur tersebut untuk 
tidak menggunakan alat kontrasepsi.  
Berdasarkan hasil analisis perbandingan 
studi fertilitas antara beberapa negara di dunia, 
proporsi kelompok kebutuhan kontrasepsi tidak 
terpenuhi cukup menonjol di beberapa negara 
berkembang termasuk Indonesia. Hasil penelitian 
tersebut sangat penting untuk mendapatkan 
gambaran pencapaian program KB dan mengetahui 
keadaan sasaran yang belum tergarap. Dengan 
mengetahui proporsi kelompok tersebut akan 
diketahui besarnya sasaran potensial yang masih 
perlu diajak untuk ber-KB (Ashford, 2003).  
Faktor-faktor utama yang menyebabkan 
kelompok wanita kebutuhan kontrasepsi tidak 
terpenuhi antara lain berkaitan dengan masalah 
keuangan, aspek kejiwaan, medis, waktu dan 
biaya pelayanan, resiko kesehatan serta 
hambatan sosial. Mereka berpendapat behwa 
urusan kontrasepsi merupakan suatu hal yang 
mahal dan perlu waktu yang lama 
(Zahratunisak,2000). Bagi mereka yang 
bermasalah dengan keuangan, akan merasa 
terbebani. Maka, mereka lebih memutuskan 
untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi, 
walaupun mereka sudah tidak menginginkan 
penambahan anak lagi. Namun, dalam 
perkembangannya sebagai penyebab faktor 
utama adalah kesenjangan terhadap akses 
pelayanan. Kesenjangan tersebut bila ditelusuri 
lebih jauh dapat berupa hambatan faktor 
geografi, keuangan, kultural dan komunikasi 
(Zahratunisak,2000). Kesenjangan tersebut lebih 
mengatah pada ketersediaan alat kontrasepsi 
yang diinginkan aseptor, dan kualitas pelayanan 
dari petugas keluarga berencana. Selain itu 
faktor lain yang mempengaruhi angka 
unmeetneed di suatu daerah adalah Kemiskinan 
sebagai hambatan utama selalu berhubungan 
dengan masalah pemerataan, akses, dan kualitas 
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 
Faktor lain yang mempengaruhi adanya 
kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi pelayanan 
keluarga berencana adalah usia perkawinan yang 
terlalu muda, pendidikan wanita yang rendah, 
jarak ke layanan dan diskriminasi gender 
terhadap pemilihan jenis kelamin anak adalah 
karakteristik demografi yang menentukan 
tingginya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi 
(BPS 2008 (b)).  
METODE PENELITIAN  
Berdasarkan data hasil Survei Demografi 
dan Kesehatan Indonesia 2002-2003 terjadi 
peningkatan angka prevalensi kontrasepsi di 
Indonesia untuk setiap tahunnya. Hal ini juga 
diikuti oleh berbagai propinsi di negara ini. 
Tingkat pemakaian kontrasepsi terbanyak 
ditemukan di Jawa-Bali yaitu 58 % (BPS,1995). 
Dengan angka yang cenderung naik untuk setiap 
tahunnya yaitu 53,4 persen untuk tahun 1991, 
angka ini naik untuk tahun 1994 dan menjadi 
60,6 persen pada tahun 1997. Hal ini 
dikerenakan wilayah ini merupakan wilayah 
pertama kali program keluarga berencana 
dimulai. Dari angka tersebut dapat diketahui 
keberhasilan program keluarga berencana. Hal 
ini juga didukung oleh rendahnya angka 
pasangan usia subur yang tidak terpenuhi 
kebutuhan kontrasepsinya di provinsi-provinsi 
di wilayah Jawa-Bali ini. Penelitian mengenai 
kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi 
untuk wilayah Jawa-Bali ini mendapatkan hasil 
bahwa angka kebutuhan kontrasepsi yang tidak 
terpenuhi di provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Bali merupakan angka yang 
paling rendah dari provinsi-provinsi lain di 
wilayah Jawa-Bali. Penurunan angka kebutuhan 
kontrasepsi yang tidak terpenuhi untuk tiap 
tahunnya di propinsi-propinsi di wilayah Jawa-
Bali ini dikarenakan beberapa faktor seperti 
kualitas pelayanan keluarga berencana di daerah 
Jawa-Bali sudah baik, sehingga angka 
kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi 
menjadi rendah. Jika pelayanan terhadap 
kebutuhan keluarga berencana lebih 
ditingkatkan lagi, maka diharapkan angka 
kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi ini 
menjadi turun. Setiap pasangan usia subur yang 
tidak terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya 
menjadi terpenuhi. Berdasarkan alasan di atas 
maka peneliti memilih wilayah Jawa-Bali 
menjadi daerah penelitian.   
Penelitian ini bersifat analisis data 
sekunder dengan menggunakan data yang telah 
dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu 
data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
2002-2003. Pemilihan data SDKI 2002-2003 
dengan mempertimbangkan keperluan dan 
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ketersediaan data bagi penelitian ini yaitu data 
yang cukup baru dan mencakup pola data-data 
yang diperlukan. Data SDKI terbaru adalah data 
SDKI 2007 dan 2012, namun karena kesulitan 
dan keterbatasan data, maka peneliti memilih 
data SDKI 2002-2003. Selain data tersebut, 
penelitian ini juga mempergunakan data lain 
sebagai bahan referensi dan pendukung seperti 
literatur yang diterbitkan oleh Badan Pusat 
Statistik, Badan Kesejahteraan Keluarga yang 
relevan dengan penelitian ini. 
Data SDKI 2002-2003 untuk wilayah 
Jawa-Bali tersebut akan dianalisis untuk 
pembuktian hipotesis yang diajukan dengan 
cara : Analisis tabel frekuensi dan perhitungan 
sistematika, merupakan analisis yang sederhana 
dari data dasar yang ada. Dengan analisis ini 
dapat digunakan dengan mudah untuk 
memahami persebaran data yang memberikan 
gambaran umum dari survei. Selain 
menggunakan analisis statistik, peneliti juga 
menggunakan analisis deskriptif untuk 
mendukung dan menjelaskan analisis statistik 
yang telah dilakukan sebelumnya.  
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kesadaran akan pentingnya kontrasepsi di 
Indonesia Perlu ditingkatkan guna mencegah 
terjadinya ledakan penduduk di Indonesia pada 
tahun 2015. Saat ini, ledakan penduduk 
merupakan salah satu permasalahan global yang 
muncul di seluruh dunia, di samping isu tentang 
global warming, perburukan ekonomi, dan 
masalah pangan serta menurunnya tingkat 
kesehatan penduduk. Kekuatiran akan terjadinya 
ledakan penduduk pada tahun 2015 mendorong 
pemerintah Indonesia membuat beberapa 
kebijakan penting karena penduduk yang besar 
tanpa disertai dengan kualitas yang memadai 
justru menjadi beban pembangunan dan 
menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
nasional.  
Upaya pemenuhan kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi merupakan 
tantangan mendasar dalam pelaksanaan program 
KB. Pada tataran globalpun kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi tersebut dijadikan 
sebagai salah satu indikator keberhasilan 
program. Hambatan yang paling utama adalah 
masalah kemiskinan. Kemiskinan selalu 
berhubungan dengan masalah pemerataan, akses 
dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi. Masalah yang timbul dalam 
kesehatan keluarga, terutama kesehatan ibu dan 
anak lebih besar pada daerah-daerah yang 
miskin (tertinggal). Salah satu upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan 
memperluas akses pelayanan KB untuk 
memenuhi kebutuhan klien, terutama keluarga 
miskin, maka penyediaan kontrasepsi gratis bagi 
keluarga miskin masih menjadi tanggung jawab 
pemerintah (BKKBN), sedangkan bagi keluarga 
mampu diharapkan memperoleh kontrasepsinya 
secara mandiri. 
Alat/cara keluarga berencana (KB) ada 
tiga macam, yaitu cara modern, alamiah, dan 
cara tradisional. Alat/cara KB modern dapat 
bersifat kimia (suntikan, pil, dan susuk) dan 
dapat bersifat non-kimia (spiral, kondom, dan 
sterilisasi). Cara KB alamiah antara lain 
meliputi sistem kalender, pantang berkala, dan 
senggama terputus. Cara tradisional meliputi 
penggunaan ramu-ramuan tradisional yang 
dipercayai mempunyai khasiat mencegah 
kehamilan. Salah satu indikator yang digunakan 
untuk mempelajari status pemakaian suatu 
alat/cara KB adalah persentase pemakai 
alat/cara KB menurut alat/cara KB. 
Keinginan untuk menggunakan alat 
kontrsepsi pada seseorang, mendorong orang 
tersebut untuk memilih salah satu metode 
kontrasepsi, sehingga menunjukkan angka 
kebutuhan alat kontrasepsi di suatu daerah. 
Angka inilah yang digunakan pemerintah untuk 
meningkatkan pelayanan dalam bidang keluarga 
berencana khususnya pemenuhan kebutuhan 
akan alat kontrasepsi. Angka ini dapat 
digunakan untuk perencanaan kebutuhan alat 
kontrasepsi dimasa yang akan datang. 
Tingkat kehidupan yang berbeda akan 
memunculkan kebutuhan yang berbeda pula 
dalam hal kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan 
pilihan individu. Diperlukan sosialisasi 
kesadaran dan edukasi mengenai kontrasepsi 
untuk memberdayakan masyarakat dengan 
informasi yang benar, edukasi dan komunikasi 
(IEC) untuk memberikan kesempatan untuk 
membuat pilihan kontrasepsi dengan penuh 
kesadaran.  
Jawa-Bali memiliki angka kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi yang lebih rendah 
bila dibandingkan dengan provinsi lain di luar 
Jawa dan Bali. Rendahnya angka kebutuhan 
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kontrasepsi tidak terpenuhi di Jawa Bali ini 
dikarenakan program keluarga berencana ini 
muncul dan dirintis di Jawa, lebih tepatnya lagi 
di provinsi DIY pada tahun 1952. Angka 
kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi 
cenderung menurun setiap tahun,walaupun 
terdapat tahun yang angkanya naik,tetapi 
kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Pada tahun 
1991 angka kebutuhan kontrasepsi tidak 
terpenuhi tertinggi di provinsi Jawa Tengah 
yaitu 13,5 persen. Tingginya angka kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi di provinsi ini 
dikarenakan minimnya fasilitas keluarga 
berncana, sebutuhan aseptor akan suatu metode 
kontrasepsi tidak dapat dipenuhi. Pada tahun 
1994 angka kebutuhan kontrasepsi tidak 
terpenuhi tertinggi di provinsi Jawa Barat yaitu 
11,5 persen, angka ini menurun di tahun 1997 
sebesar 1,7 persen tetapi naik lagi di tahun 2002 
sebesar 0.1 persen. Kenaikan angka kebutuhan 
kontrasepsi tidak terpenuhi pada tahun 1997 ke 
tahun 2002 untuk provinsi Jawa Barat ini 
berhubungan dengan perpindahan penggunaan 
alat kontrasepsi. Upaya pemenuhan kebutuhan 
ini merupakan tantangan mendasar dalam 
pelaksanaan program KB.  
Kemiskinan sebagai hambatan utama 
selalu berhubungan dengan masalah pemerataan, 
akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi. Masalah kesehatan keluarga, 
terutama kesehatan ibu dan anak lebih banyak 
terjadi pada daerah-daerah yang 
miskin/tertinggal. Penyebabnya adalah 
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 
terutama ketersediaan kontrasepsi di daerah 
miskin sering kali belum tersedia secara luas, 
sulitnya menembus hambatan geografis/fisik, 
ketersediaan tenaga yang tidak memadai, 
sumber dana dan peralatan yang kurang, biaya 
transportasi ke tempat pelayanan yang tidak 
terjangkau oleh penduduk miskin.  
Angka kebutuhan kontrasepsi yang tidak 
terpenuhi ini dapat diturunkan, jika pemerintah 
memenuhi semua kebutuhan kontrasepsi setiap 
aseptor, baik aseptor aktif maupun aseptor baru. 
Kebutuhan tersebut meliputi metode kontrasepsi 
yang diinginkan setiap aseptor, terutama 
pengadaan kebutuhan alat kontrasepsi bagi 
keluarga miskin, fasilitas keluarga berencana 
baik tenaga kesehatannya maupun sarana dan 
prasarananya, dan mempermudah akses untuk 
menjangkau fasilitas tersebut.  
Kebutuhan akan alat kontrasepsi yang 
tidak dipengaruhi ini dapat dipandang dari dua 
segi yaitu dari pandangan istri (pendekatan istri) 
dan dari pandangan suami (pendekatan suami). 
Keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi 
menurut pendapat suami dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya pendidikan suami, 
pendapat suami tentang keluarga berencana, 
serta keinginan untuk memiliki anak, selain juga 
faktor lain seperti sarana dan prasarana 
pemenuhan keluarga berencana dan akses  
Tabel 1 
Kebutuhan Kontrasepsi yang Tidak Terpenuhi 
Pendekatan Istri dan Pendekatan Suami 
Menurut Provinsi di Jawa Bali 2002/2003 
Sumber : BPS 2003 (b) dan 2002/2003 (olahan) 
menuju ketempat pelayanan tersebut.  
Secara umum angka kebutuhan 
kontrasepsi yang tidak terpenuhi menurut 
pendekatan suami lebih tinggi dari pada angka 
kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi 
menurut pendekatan istri. Hal ini dikarenakan 
jenis pilihan alat kontrasepsi modern yang 
terbatas bagi kaum pria yaitu kondom dan 
sterilisasi pria. Kondom lebih mudah di dapat 
dan relatif murah harganya bila dibandingkan 
dengan sterilisasi pria, tetapi tingkat kegagalan 
atau resiko yang ditimbulkannya juga tinggi. 
Provinsi 
Kebutuhan Kontrasepsi yang 
Tidak Terpenuhi 
 
Istri Suami 
% n % n 
DKI Jakarta 6,9 63 7,1 64
Jawa Barat 9,8 548 9,9 498
Jawa Tengah 6,5 262 6,7 259
D.I Yogyakarta 4,8 17 5,0 13
Jawa Timur 5,6 282 5,8 290
Banten 9,7 126 9,9 96
Bali 6,9 31 7,2 22
Total Jawa Bali 7,1 1.329 7,4 1.208
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Rendahnya partipasi suami dalam urusan ber 
KB juga merupakan faktor yang menyebabkan 
tingginya angka kebutuhan kontrasepsi yang 
tidak terpenuhi menurut pendekatan suami. 
Mayoritas suami berpendapat bahwa kontrasepsi 
adalah urusan istri sehingga banyak suami yang 
tidak peduli dengan kontrasepsi. Ketiadaan alat 
dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana 
pelayanan kontrasepsi juga menentukan 
tingginya angka kebutuhan alat kontrasepsi yang 
tidak terpenuhi menurut pendekatan suami. Dari 
tabel angka kebutuhan alat kontrasepsi yang 
tidak terpenuhi bervariasi disetiap provinsi di 
pulau Jawa dan Bali. 
Pada tahun 2002 angka kebutuhan alat 
kontrasepsi yang tidak terpenuhi menurut 
pendekatan suami di Jawa Bali tertinggi adalah 
provinsi Jawa Barat yaitu 9,9 persen, artinya 
terdapat 498 suami dari total suami diprovinsi 
Jawa Barat yaitu 5.021 suami yang merupakan 
suami dengan kebutuhan kontrasepsi yang tidak 
terpenuhi. Angka terendah provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta yaitu 5,0 persen. 
Rendahnya angka kebutuhan kontrasepsi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikarenakan 
mudahnya mendapatkan vasilitas dan banyaknya 
petugas pelayanan keluarga berencana yang siap 
untuk melayani setiap suami yang ingin 
menggunakan alat kontrasepsi. 
Dari tabel 1 dapat dilihat perbandingan 
angka kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak 
terpenuhi dilihat dari pendekatan istri dan 
suami. Angka kebutuhan alat kontrasepsi 
dengan pendekatan istri lebih rendah dari pada 
angka kebutuhan alat kontrasepsi dengan 
pendekatan suami. Hal ini dikarenakan 
kebutuhan alat kontrasepsi wanita banyak 
pilihan dan jenisnya,dan mudah didapat. Maka 
hipotesis ke dua tidak terbukti, karena dalam 
penelitian ini angka kebutuhan kontrasepsi yang 
tidak terpenuhi pendekatan istri lebih rendah 
dari angka kebutuhan kontrasepsi yang tidak 
terpenuhi pendekatan suami.  
Kebutuhan kebutuhan alat kontrasepsi 
yang tidak terpenuhi akan alat kontrasepsi baik 
yang terpenuhi maupun yang tidak terpenuhi 
merupakan tanggung jawab pemerintah untuk 
mewujudkan kesuksesan dari program keluarga 
berencana ini. Data dari besar kebutuhan dan 
jenis kontrasepsi yang diinginkan oleh setiap 
pasangan usia subur dapat digunakan oleh 
pemerintah dalam upaya distribusi alat 
kontrsepsi dalam upaya peningkatan kualitas 
pelayanan kontrasepsi, sehingga aseptor lama 
dapat dipertahankan dan aseptor baru dapat 
terlayani. Maka tidak akan ada pasangan usia 
subur yang tidak terpenuhi kebutuhan alat 
kontrasepsinya. 
Berdasarkan angka pemakaian alat 
kontrasepsi, kebutuhan alat kontrasepsi yang 
tidak terpenuhi dan jenis kontrasepsi yang 
diinginkan, maka dapat digunakan oleh 
pemerintah untuk merencanakan program 
keluarga berencana dimasa yang akan datang. 
Angka terutama digunakan sebagai prediksi 
jumlah dan jenis metode keluarga berencana 
dimasa yang akan datang, dengan metode yang 
diinginkan, dan pelayanan yang harus dipenuhi, 
sehingga kualitas pelayanan keluarga berencana 
dapat berjalan dengan baik.  
Metode kontrasepsi yang perlu perhatian 
pemerintah adalah Sterilisasi pria dan kondom. 
Walaupun metode vasektomi (sterilisasi pria) 
lebih sulit dari pada metode lainnya, tetapi 
tingkat kegagalan dari metode ini sangat kecil. 
Tingkat kegagalan yang kecil inilah maka 
pemerintah perlu meningkatkan sarana dan 
prasarana untuk metode kontrasepsi jenis ini. 
Permintaan akan alat kontrasepsi kondom dan 
metode kontrasepsi sterilisasi pria ini bervariasi 
tiap provinsi. Dari tabel 2 maka dapat dilihat 
mayoritas suami dimasa yang akan datang 
menginginkan menggunakan alat kontrsepsi 
kondom dengan persentase yang beragam dan 
bervariasi di setiap daerah. Permintaan kondom 
tertinggi di Jawa Timur yaitu 96,5 persen. 
Provinsi dengan tingkat permintaan kondom 
yang tinggi juga terjadi di provinsi DKI Jakarta, 
Jawa Tengah, dan Banten. Hal ini yang 
merupakan tanggung jawab pemerintah dalam 
pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas 
kondom untuk provinsi DKI Jakarta, Jawa 
Tengah, Jawa Timur dan Banten khususnya. 
               
 
 
 
                Tabel 2 
Kebutuhan Kontrasepsi Masa 
Mendatang1Menurut Provinsi di Jawa Bali 
2002/2003 
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Sumber : BPS 2002/2003 (olahan) 
1 kebutuhan kontrasepsi masa mendatang adalah semua 
kebutuhan kontrasepsi yang diinginkan/dibutuhkan 
aseptor baik aseptor baru maupun aseptor lama dan calon 
aseptor. kebutuhan kontrasepsi masa mendatang dihitung 
dari kebutuhan kontrasepsi terpenuhi (kuesioner P.302A 
K.1) + kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi /ingin pakai 
dimasa mendatang  
 
Lebih dari 28 persen suami di Bali 
menginginkan menggunakan alat kontrasepsi 
dimasa yang akan datang memilih menggunakan 
alat kontrsepsi sterilisasi pria. Karena dirasa 
aman, dengan tingkat kegagalan yang rendah 
maka metode kontrasepsi ini banyak diminati. 
Kualitas sarana dan prasarana yang mendukung 
dari pemerintah dapat meningkatkan permintaan 
akan metode kontrasepsi sterilisasi pria ini di 
Bali khususnya dan Indonesia umumnya.  
Jika semua kebutuhan kontrasepsi 
dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang 
terpenuhi di setiap daerah, maka dapat 
dipastikan angka kebutuhan kontrsepsi yang 
tidak terpenuhi di setiap daerah dapat 
dihilangkan atau 0. 
KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian ini ditemukan 
beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk 
menyusun kebijakan mengenai keluarga 
berencana di Jawa Bali pada khususnya dan 
Indonesia pada umumnya. Beberapa hal yang 
dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah 
perkembangan penggunaan alat kontrasepsi dari 
tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini 
dikarenakan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya keluarga berencana semakin tinggi. 
Tingkat penggunaan kontrasepsi istri lebih 
tinggi dari tingkat penggunaan kontrasepsi 
suami. Hal ini dikarenakan kesadaran 
penggunaan kontrasepsi ditingkat suami masih 
rendah. Perningkatan kebutuhan alat kontrasepsi 
ini berakibat pada semakin menurunnya angka 
kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi 
(metode istri).  
Angka kebutuhan kontrasepsi yang tidak 
terpenuhi pendekatan suami lebih tinggi dari 
pada angka kebutuhan kontrasepsi yang tidak 
terpenuhi pendekatan istri. Hal ini dikarenakan 
jenis dan metode kontrasepsi istri lebih banyak 
bila dibandingkan dengan metode dan jenis 
kontrasepsi suami, sehingga pilihan yang dapat 
digunakan juga banyak. Tingginya angka 
kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi disuatu 
wilayah dapat berakibat meningkatnya angka 
kelahiran yang mengakibatkan pertumbuhan 
penduduk yang tinggi. Hal ini berdampak buruk 
bagi system pembangunan diwilayah tersebut.  
Jenis  kontrasepsi kondom merupakan 
alat kontrasepsi yang paling banyak diminati di 
masa kini dan masa yang akan datang, angka ini 
merata di seluruh provinsi di Jawa Bali, 
sehingga pemerintah perlu meningkatkan 
pelayanan untuk jenis kontrasepsi ini. 
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